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Salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah didukung dengan adanya 
pembangunan infrastrktur. Pembangunan infrastruktur dalam bentuk Jalan 
Tol dapat meningkatkan potensi pengembangan perekonomian wilayah 
melalui peningkatan kelancaran arus barang dan jasa. Proyek 
pembangunan jalan tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar merupakan 
salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada dalam naungan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 
PT. Waskita Bumi Wira sebagai pemrakarsa.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 
yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak 
terkait pada proyek pembangunan Jalan Tol KLBM. Hasil penelitian ini 
antara lain : (i) Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pembangunan 
Jalan Tol KLBM adalah Build Operate Transfer (BOT); (ii) Proses 
Pengadaan Tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol KLBM merupakan 
tanggung jawab PT WBW dengan dibantu oleh PPK Pengadaan Lahan dan 
BPN Kabupaten Gresik dan Sidoarjo; (iii) Proses pengembalian dana 
talangan tanah dilakukan melalui pemeriksaan oleh BPKP lalu diverifikasi 
oleh LMAN dan dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar sebagaimana 
tercantum dalam perjanjian. 
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Berdasarkan penelitian peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai 
berikut: 
1) Peraturan yang berlaku terkait Kerjasama Pemerintah Swasta tentang 
Pembangunan Jalan Tol adalah : a) Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangun No 4 Tahun 2015; b) Peraturan Menteri Keuangan 
265/PMK.08/ 2015; c) Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015; d) 
Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun 2010; e) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia 78 Tahun 2010; f) Peraturan Menteri 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) 19 
Tahun 2015; g) Peraturan Menteri Keuangan 129 tahun 2016. 
2) Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT. Waskita Bumi Wira 
dalam pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar 
(KLBM) adalah Build Operate Transfer (BOT) atau Build Transfer 
Operate (BTO). 
3) Proses Pengadaan Tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol 
KLBM merupakan tanggung jawab PT WBW selaku BUJT yang 
wajib melaksanakan proses pembebasan lahan secara 




BPN Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Adapun  proses Pengembalian 
Dana Talangan Tanah dalam pembangunan Jalan Tol Krian – 
Legundi – Bunder – Manyar dengan cara diperiksa terlebih dahulu 
oleh BPKP lalu Menteri/Kepala dan badan usaha membuat nota 
kesepahaman dengan pimpinan LMAN. Pimpinan LMAN 
melakukan pembayaran dengan nilai sebesar sebagaimana tercantum 
dalam perjanjian dan melakukan pembayaran atas permohonan 
pembayaran dana ganti kerugian pengadaan tanah kepada badan 
usaha setelah pimpinan LMAN menandatangani nota kesepahaman. 
5.2 Saran 
Harus adanya landasan hukum atau peraturan yang berlaku untuk 
pengambalian Dana Talangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh BUJT. 
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